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ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the Regional Financial
Accounting System in Realizing Transparency and Accountability in the Gresik
Regency Investment and One Stop Service Office. In addition to realizing
transparency and accountability, this research also aims to see the impact of the
implementation of the Regional Financial Accounting System on financial reports.
This study takes data based on the service in the service in the financial
statements for the 2019 fiscal year and the accounting system. The result of this
study show that the regional accounting system in the agency is synchronous
using government regulator policies, because the process of implementing the
accounting system runs in sync with the appropriate and the preparation of
synchronous financial statements using governments accounting standards and
the level of public awareness in managing business permits has increased.

Keywords: Accounting System, Regional Financial Accounting Reporting
System, Transparency And Accountability.

PENDAHULUAN mencapai tujuan tersebut, pemerintah
membutuhkan sumber daya manusia
dan keuangan untuk mendukung
pelaksanaan kegiatan tersebut dalam
pengembangan kegiatan usahanya.
Keuangan harus dikelola dengan
baik, dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan harus dicapai dengan
menyusun laporan keuangan yang
wajar = sesuai  dengan  standar
akuntansi pemerintah yang berlaku.

Aset adalah hak dan kekayaan
negara dan merupakan bagian dari
keuangan negara. Informasi aset di
neraca menggambarkan kekayaan
ekonomi  yang dimiliki  oleh
pemerintah daerah. Kondisi aset
pemerintah daerah yang
dilambangkan di neraca berupa aset
lancar. Investasi jangka panjang,
dana cadangnan, aset tetap, dan aset
milik sendiri lainnya. Tujuan dari akuntansi aset ini
adalah untuk memahami bagaimana
instansi  terkait beroperasi pada
yang melaksanakan rencana dan pengelolaan aset yang ada. Dengan

kegiatan untuk m_encapai tujuan sistem akuntansi yang baik, aset yang
Jangka pendek dan jangka pafijang, dimiliki akan digunakan lebih

dengan harapan intansi tersebut dapat efektif, sehingga meningkatkan

menl_ngkatkan pelayanan dan kinerja layanan pemerintah tertentu
kesejahteraan masyarakat. Untuk

Suatu  intansi  pemerintah


mailto:2018410761@students.perbanas.ac.id

Pemerintah yang baik memiliki ciri-
ciri  kepercayaan, legimitasi, dan
tanggung jawab masyarakat, serta

daat merumuskan kebijakan,
memberikan  pelayanan  kepada
masyarakat, dan menegakkan
hukum.

Pelaksanaan pemerintah daerah
tidak hanya bergantung pada besaran
pendapatan yang akan diperoleh
daerah, tetapi juga harus
mempertimbangkan sejauh  mana
daerah dapat memberikan rasa
pengelolaan keuangan yang lebih
adil, wajar, transparan, partisipatif,
dan bertanggung jawab. Dengan
adanya pembukuan aset intansi
pemerintah, dan dapat memberikan
informasi yang relevan  dan
terpercaya, yang selanjutnya dapat
digunakan sebagai dasar
pemngambilan  keputusan  serta
kegiatan yang dilakukan oleh dinas
terpadu satu pintu.

Salah satu alat ukur yang dapat
digunakan untuk mengukur kinerja
keuangan pemerintah adalah
akuntansi pemerintahan. Oleh karena
itu, penulis tertarik untuk menyusun
Tugas Akhir mengenal  sitem
akuntansi yang ada di instansi
tersebut dengan judul “Penerapan
Sistem  Pelaporan  Akuntansi
Keungan Daerah Di Dinas
Penanaman Modal Dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Dalam
Mewujudkan Transparansi Dan
Akuntabilitas Kabupaten Gresik”

Tujuan Penelitian

Mengetahui bagaimana
penerapan investasi dan pelayanan
sistem akuntansi keuangan daerah
untuk mewujudkan transparansi dan
akuntabilitas Kabupaten Gresik.

TINJAUAN PUSTAKA
Sistem Akuntansi

Sistem  Akuntansi  adalah
formulir-formulir,  catatan-catatan,
prosedur-prosedur, dan alat-alat yang
digunakan untuk mengolah data
mengenai usaha suatu kesatuan
ekonomis dengan tujuan untuk
menghasilkan  umpan balik dalam
bentuk laporan-laporan yang
diperlukan oleh manajemen untuk
mengawasi usahanya, dan bagi
pihak-pihak lain yang
berkepentingan seperti pemegang
saham, kreditur, dan lembaga-
lembaga pemerintahan untuk menilai
hasil operasi.

Akuntansi Pemerintahan

Akuntansi pemerintahan
adalah penerapan akuntnasi di bidang
keuangan nasional (keuangan
publik), terutama pada tahap
pelaksanaan  anggaran, termasuk
semua efek langsung dan permanen
pada pemerintahan dan unit di semua
tingkatan.

Sistem Akuntansi Pemerintahan

Sistem akuntansi pemerintahan
adalah  sistem akuntansi  yang
mengolah semua transaksi keuangan,
aset, kewajiban, dan ekuitas
pemerintah  yang  menghasilkan
informasi  akuntansi dan laporan
keuangan yang tepat waktu dengan
mutu yang dapat diandalkan, baik
yang - diperlukan oleh badan-badan
diluar  eksekutif, maupun oleh
berbagai tingkatan manajemen pada
pemerintahan.

Laporan Keuangan Daerah



Laporan keuangan daerah
adalah ringkasan proses pencatatan,
ringkasan transaksi keuangan yang
terjadi pada tahun anggaran yang
bersangkutan, dan bentuk
pertanggungjawaban pemerintah
kepada rakyat, yang digunakan untuk
mengelola dana masyarakat dari
pada, retribusi, atau transaksi
lainnya. Laporan keuangan juga
merupakan laporan entitas pelapor
yang termasuk dalam komponen
laporan keuangan. pelaporan
keuangan merupakan salah satu
bentuk  pertanggungjawaban atas
pengelolaan keuangan
negara/wilayah  selama  periode
waktu tertentu.

Tujuan Laporan Keuangan
Daerah
Tujuan  laporan  keuangan

daerah adalah sebagai berikut:
1. Bertanggungjawab dalam
menjalankan fungsinya.
2. Melaporkan hasil usaha.
3. Melaporkan kondisi keuangan.
4. Laporan sumber daya jangka
panjang.

Transparansi Laporan Keuangan

Transparansi sebagai
penyediaan informasi tentang
pemerintahan  bagi  publik dan
dijaminnya kemudahan di dalam
memperoleh informasi-informasi
yang akurat dan memadai.

Dari  pengertian  tersebut
dijelaskan bahwa transparansi tidak
hanya sekedar menyediakan
informasi tentang penyelenggaraan
pemerintahan, namun harus disertai
dengan kemudahan bagi masyarakat
untuk memperoleh informasi
tersebut.

Prinsip  transpransi  dalam
penyelenggaraan pemerintahan
daerah dapat dipahami dari dua
aspek, yaitu :

a. Adanya sistem terbuka dan
terstandarisasi yang jelas dan
mudah dipahami untuk semua

proses pengelolaan
pemerintahan.
b. Ada mekanisme untuk

memfasilitasi pertanyaan terbuka
tentang proses tata kelola.

c. Adanya mekanisme pelaporan
dan penyebarluasan informasi
pelanggaran  pejabat  publik
dalam kegiatan administrasi
pemerintahan.

Akuntabilitas Laporan Keuangan

Akuntabilitas merupakan
salah satu indikator penting bagi
pemerintah untuk menciptakan tata
pemerintahan yang baik.
Pemerintahan memiliki kewajiban
untuk  melaporkan, menunjukkan
dan mengungkapkan setiap kinerja
yang dilakukan, karena ini adalah
kebutuhan publik (auditor,
komunitas dan investor) untuk
mengelola dana.  Akuntabilitas
adalah istilah yang mencerminkan
tingkat tanggung jawab seseorang
atau organisasi tertentu yang terkait
dengan sistem administrasi.

Akuntabilitas dalam lembaga
publik dapat dibagi menjadi lima

bagian yaitu :

a. Akuntabilitas Hukum dan
Kejujuran
Akuntabilitas ini juga merupakan
pertanggungjawaban yang

berkaitan dengan aktivitas
penegakan hukum dan juga norma
kejujuran  yang  ditunjukkan
dengan tidak melakukan berbagai



macam penyalahgunaan
kekuasaan dan wewenang Yyang
dimiliki.

. Akuntabilitas Manajerial
Akuntabilitas  ini  merupakan

pertanggungjawaban yang
berhubungan dengan pola kerja
manajerial yang harus

dilaksanakan dengan efektif dan
efisien.

. Akuntansi Program

Akuntansi ini peruoakan
pertanggung  jawaban  yang
berhubungan  dengan  setiap
program yang akan dijalankan.
Orang yang berwenang dalam
program ini harus bisa
menunjukkan jika program yang
akan dibangun dapat berjalan
dengan baik atau tidak dan apa
saja upaya yang dapat dilakukan
agar program yang akan
direncanakan  dapat  berjalan
dengan optimal.

. Akuntansi Kebijakan

akuntansi ini merupakan
akuntabilitas  yang  berkaitan
dengan pertanggungjawaban

lembaga publik terhadap berbagai
macam kebijakan dan keputusan
yang telah diputuskan ataupun
diambil. Dalam hal ini, orang
yang berperan dalam lembaga
publik harus bisa
mempertanggungjawabkan setiap
kebijakan yang telah ditetapkan
baik itu dari segi tujuan, alasan
pengambilan kebijakan, manfaat
yang ditimbulkan, hingga
berbagai macam hal negatif yang
mungkin ditimbulkan dari setiap
kebijakan yang akan atau telah
diambil.

. Akuntansi Finansial

Akuntansi ini  berkaitan erat
dengan pertanggungjawaban

lembaga publik terhadap setiap
uang Yyang disetorkan oleh
masyarakat kepada pemerintahan.
Lembaga publik harus bisa
menerangkan bagaimana uang
tersebut didapatkan, kemana uang
tersebut dibelanjakan, dan
berbagai macam
pertanggungjawaban lainnya.

METODE PENELITIAN

Metode deskriptif ini adalah
metode yang digunakan oleh penulis
dengan tujuan untuk memahami
penerapan sistem akuntasi keungan
daerah dalam mewujudkan
transparansi dan akuntabilitas pada
Dinas = Penanaman Modal dan
Pelayanan.

Sumber Data

a. Data Primer
Data primer didefinisikan sebagai
data dari sumber asli atau sumber
pertama. Data primer aktif dapat
dibagikan secara langsung (tatap
muka antara pewawancara dan
responden) dan tidak langsung
(misalnya melalui telepon, surat,
teknologi/internet). Pengumpulan
data primer dilakukan dengan cara
wawancara dan observasi
langsung kepada pihak staf
keuangan  Dinas  Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu  Pintu. Kemudian dalam
wawancara, pertanyaan diajukan
dan tanggapan informan dicatat
dan direkam
b. Data Sekunder

Data yang digunakan penulis
adalah data sekunder. Data
sekunder diperoleh dari dokumen
pendukung, catatan atau arsip
yang berkaitan dengan sistem



akuntansi  Dinas  Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Gresik.

Teknik Analisis Data

a. Menyiapkan daftar pertanyaan
dari informasi yang akan
disampaikan kepada instansi.
Penulis akan menyiapkan daftar
pertanyaan dan informasi
pendukung untuk melakukan
wawancara dengan pemangku
kepentingan.

b. Mengumpulkan data dan
dokumen. Penulis melakukan
wawancara dan meminta
penyedia data untuk mendukung
penelitian.

c. Memproses dan menganalisis
data yang terkumpul.
Pengolahan data yang dimaksud
meliputi kesesuaian hasil
wawancara Yyang disampaikan
dengan dokumen pendukung
yang disediakan oleh instansi.
Menganalisis sistem akuntansi
yang ada di instansi tersebut,
apakah sistem akuntansi yang
dijalankan instansi  tersebut
selama ini masih efektif atau
tidak

d. Langkah terakhir adalah
melakukan perbaikan atau solusi
apabila ditemukan sistem yang
kurang baik serta menarik
kesimpulan dari hasil penelitian
sistem akuntansi pada Dinas
Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Gresik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil wawancara,
menunjukkan bahwa pemahaman
tentang sistem akuntansi daerah di
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
tentang sistem akuntansi keuangan
daerah secara umum memahami
sistem akuntansi keuangan daerah,
sehingga dapat dikatakan bahwa
Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan = Terpadu Satu Pintu
memiiki pemahaman tentang sistem
akuntansi keuangan daerah yang
baik. Hal ini terlihat dari beberapa
indikator:

1. Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
telah mampu menyelenggarakan
sistem akuntansi sesuai dengan
ketentuan yang berlaku
berdasarkan Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah
Permendagri Tahun 2007 No. 59
yang sebagian besar telah sesuai
dengan Peraturan Pemerintahan
Tahun 2005 vyaitu tentang
Standar Akuntansi Pemerintah
(SAP).

2. Standar akuntansi yang
ditetapkan telah diakui dalam
penggunaan metode acrual basis
yang diakui untuk pengakuan
aset, dan cash basis dalam
pengakuan pendapatan biaya.

3. Banyaknya  peraturan  yang
dikeluarkan oleh pemerintah
pusat tidak sinkron dengan
pengawasan dari lain-lain. Selain
itu, ketika peraturan baru
ditetapkan tetapi diumumkan
tidak berlaku lagi, kemudian
diganti dengan peraturan lain.

Sitasi  seperti  ini  sering
membingungkan pemerintah
daerah.



Kendala Pembayaran Retribusi

Sebelumnya, telah dijelaskan
bahwa Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini
mengalami permasalahan
pembayaran retribusi kepada
pemohon izin yang ada dilapangan.
Namun, untuk pembayaran retribusi
yang ada di intansi, keadaan
sebenarnya adalah ada kesalahan
penghitungan nilai kurs di bagian
bendahara penerimaan, sehingga
pemohon izin, membayar lebih.

Dijelaskan bahwa kurs Izin
Memperkerjakan ~ Tenaga Asing
pertama-tama harus mengubah kurs
dollar ke rupiah dan pembayaran
retribusi  dilakukan oleh bagian
bendahara penerimaan, sedangkan
perhitungan kurs dilakukan oleh
bagian Finance & Accounting.
Adanya sistem penghitungan manual
dan terkomputerisasi  diharapkan
dapat meningkatkan efesiensi
perhitungan nilai kurs dalam laporan
keuangan Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Namun, kenyataannya hal ini
umumnya mengakibatkan perbedaan
perhitungan antar Finance &
Accounting dan  jurnal yang
disebabkan oleh kesalahan
perhitungan  akuntansi  keuangan
yang mencatat transaksi tunai secara
manual. Dengan cara ini, Finance &
Accounting harus  mencocokkan
laporan keuangan dengan jurnal
milik bagian bendahara penerimaan
yang disusun dengan sistem dari
awal.

Dampak Terjadinya Kesalahan
Pencacatan

Dampak dari Finance &
Accounting yang menghitung
kesalahan yaitu setuju bahwa dika
ada kelebihan pembayaran tidak
dikembalikan, tetapi akan dianggap
dan dicatat sebagai pendapatan,
bahkan jika itu adalah kesalahan
yang dianggap dan dicatat sebagai
pendapatan, bahkan jika itu adalah
kesalahan yang dilakukan oleh
intansi.

Hal tersebut sudah disepakati
oleh intansi itu sendiri. Hal ini juga
dianggap tidak sah, jika bagian
Finance & Accounting melakukan
pencatatan yang salah, karena bagian
Finance & Accounting mengakui
bahwa kesalahan yang dilakukan
bukan hanya karena mereka tidak
serius dalam bekerja, tetapi karena
mereka memiliki banyak rangkap
tugas.

Berdasarkan penjelasan teori
umum  dan  hasil  penelitian
menunjukkan bahwa Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu telah
merealisasikan pemisah fungsional
bagian Finance & Accounting dan
bagian  bendahara  penerimaan,
namun pemisah fungsional belum
cukup jelas, sehingga masih terjadi
rangkap tugas. Dampak terbesar
adalah terdapat kesulitan dalam
mencocokkan ~ laporan  keuangan
bagian Finance & Accounting dan
bendahara penerimaan

Pengaruh penerapan Sistem
Akuntansi Keuangan  (SAKD)
tentang transparansi laporan
keuangan menjelaskan bahwa peran
SAKD memengaruhi transparansi
laporan keuangan. pembuatan
laporan keuangan merupakan



persyaratan dasar adanya
akuntabilitas yang berupa
keterbukaan pemerintah atas
informasi keuangan yang tercantum
dalam laporan  keuangan dan
penggunaan  Standar  Akuntansi
Pemerintah (SAP), yaitu persyaratan
dukungan dalam bentuk pembukuan
pemerintah.

Prinsip-prinsip yang
ditetapkan pada persiapan dan
penyajian laporan keuangan hasil
penelitian ~ menunjukkan  bahwa
pengaruh positif pada penyajian
neraca dan laporan keuangan,
dampak positif dan signifikan
terhadap transparansi ~ keuangan.
penyajian laporan keuangan yang
tepat dan akurat mengacu pada SAP
dapat meningkatkan kualitas
transparansi keuangan. peningkatan
penerapan Sistem Akuntansi
Keuangan Daerah dapat
menghasilkan  laporan  keuangan
yang akurat.

Hasil penelitian juga
menunjukkan  bahwa  penyajian
neraca daerah dan aksebilitas laporan
keuangan dipengaruhi secara aktif
olen  tanggungjawab  keuangan
daerah. Penyajian laporan keuangan
yang lengkap dan akurat mengacu
pada SAP dapat meningkatkan
akuntabilitas  keuangan  daerah.
Sistem  Akuntabilitas merupakan
salah satu indikator penting bagi
pemerintah untuk menciptakan tata
pemerintahan yang baik. Pemerintah
merupakan kebutuhan publik untuk
mengelola dana dan ini merupakan
tanggung jawab yang mencerminkan
tingkat tanggung jawab individu atau
organisasi  tertentu yang terakait
dengan sistem administrasi

PENUTUP
Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui  dampak  penerapan
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
terhadap transparansi laporan

keuangan, selain itu. juga mencoba
memahami  dampak  penerapan
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

terhadap ~ akuntabilitas  laporan
keuangan. Penerapan Sistem
Akuntansi Keuangan Daerah

berdampak positif terhadap
transparansi laporan keuangan yang

diterima. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Sistem
Akuntansi Keuangan Daerah
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap transparansi laporan
keuangan.

Hal ini menunjukkan bahwa
semakin baik penerapan Sistem
Akuntansi Keuangan Daerah maka
semakin akurat laporan keuangan
yang disusun berdasarkan System
Application and Processing (SAP)
yang akan berdampak pada
peningkatan kualitas transparansi
pelaporan  keuangan. Penerapan
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
berdampak positif terhadap
akuntabilitas laporan keuangan yang
diterima.

Berdasarkan hasil penelitian,
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap sistem akuntabilitas laporan
keuangan. Hal ini  menunjukkan
bahwa semakin baik penerapan
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
maka akan semakin baik pula dalam
menghasilkan  laporan  keuangan
yang akurat yang disusun oleh
System Application and Processing,



sehingga meningkatkan  kualitas
akuntabilitas pelaporan keuangan.

Penerapan Sistem Akuntansi
Keuangan Daerah (SAKD)
berdampak positif terhadap
transparansi dan akuntabilitas
keuangan. Berdasarkan hasil
penelitia menunjukkan bahwa Sistem
Akuntansi Keuangan Daerah
berpengaruh positif dan signifikan
terhadap transparansi laporan
keuanga. Hal ini menunjukkan
bahwa semakin baik penerapan
Sitem  Akuntansi  Keuanganyang
akurat berbasis Sistem Akuntansi
Pemerintah, sehingga mempengaruhi
transparansi da akuntabilitas
terhadap laporan keuangan.

Saran

Mengacu pada kesimpulan di
atas, peneliti mengajukan saran,
antara lain:

1. Sebaiknya Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu kinerja pegawai harus
ditingkatkan, dan penggunaan
sumber daya manusia harus
lebih kompetitif, karena semua
keputusan yang akan diambil
menjadi tanggung jawab
pemerintah daerah.

2. Sebaiknya data lebih mudah
diakses bagi orang-orang yang
membutuhkan, dan memperkuat
pengelolaan website agar semua
data laporan keuangan bisa
masuk ke website.

3. Dalam proses penerapan
transparansi  dan akuntabilitas,
penggunaan media penerbitan
harus ditingkatkan. Sarana yang
digunakan pada masa ini masih
langkah dan terbatas pada sarana
tertentu, yang tentunya masih

dinilai sangat kurang dalam
memberikan  informasi  yang
jelas dan up-tp-date. Informasi
yang diberikan harus mencakup
seluruh kegiatan
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